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ABSTRAK 
 
 
       Pada dasarnya semua manusia merupakan khalifah tuhan yang memiliki 
kesetaraan dan kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan 
pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial semua orang mempunyai 
kedudukan dan status yang sama. Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk 
ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih 
merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat 
dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik 
maupun non publik.  
       Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kepemimpinan 
transgender di Indonesia menurut HAM dan fiqh siyasah dan apa persamaan dan 
perbedaan antara HAM dan fiqh siyasah mengenai kepemimpinan transgender di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hak asasi 
manusia dan fiqh siyasah mengenai kepemimpinan transgender dan untuk 
mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan fiqh siyasah dan hak asasi 
manusia mengenai kepemimpinan transgender. Kegunaan penelitian ini 
diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari’ah dan diharapkan 
sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk 
ilmu pengetahuan hukum, serta dapat memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat. 
       Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 
pustaka (library research), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
komparatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer 
yaitu al-Qur’an dan Hadits, UUD NRI Tahun 1945, buku-buku fiqh siyasah dan 
HAM, serta dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari 
referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.  
       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara 
indonesia berhak untuk dipilih maupun di pilih dalam menjalankan amanat 
pemerintahan. Dengan demikian di Indonesia seorang transgender dapat menjadi 
presiden karena tidak ada satupun aturan yang melarangmya Dalam fiqh siyasah 
seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin. Allah dan Rasul juga 
melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, 
Dalam konteks kepemimpinan bagaimana mungkin seorang transgender dapat 
menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
agama dengan bertingkah laku seperti perempuan. Berdasarkan pemaran di atas 
dapat disimpulkan bahwa persamaan antara kepemimpinan transgender menurut 
HAM dan fiqh siyasah yaitu HAM dan fiqh siyasah sama-sama mengakui bahwa 
jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan, serta mengakui atas kesetaraan 
di depan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa memandang warna kulit, suku, 
bahasa atau tanah air.Perbedaan, Sementara mengenai perbedaannya, dalam fiqh 
siyasah seorang transgender tidak dapat menjadi pemimpin, sedangkan 
berdasarkan hak asasi manusia seorang transgender dapat menjadi pemimpin. 


vi 
 
MOTTO 
 
 نْيِثَّنَخُمْلا َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله يَّلَص ُِّيبَّنلا َنََعل : َلَاق ضر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،ِل اج ِّرلا نِم
 ُْمهْوُجِرَْخأ : ََلاقَو ،َِءاسِّنلا َنِم َِتلا ِّجََرتُمْلاَو)ىراخبلا( . ْمُِكتْو ُ ُيب ْنِم  
 
Artinya:“Dari ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita  
yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu  
‘alaihi wa sallam bersabda: “Keluarkan mereka (usir) dari  
rumah-rumah kalian”. (HR. Bukhari). 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
   BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
       Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang 
dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah 
dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti 
beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari 
skripsi ini adalah “Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh siyasah Terhadap 
Kepempimpinan Transgender". Adapun  Beberapa  Istilah  yang  terdapat  
dalam  judul  dan  perlu  untuk diuraikan adalah sebagai berikut : 
1. Analisis 
       Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah 
kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 
digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu 
kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
 1
 
2. Transgender 
       Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena 
merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan 
kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang 
dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk  dandanan, make up, gaya dan 
tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (Sex 
                                                         
       
1
 Departermen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
keempat (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h, 58 
2 
 
Reassignment Surgery). Dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder), penyimpangan ini disebut sebagai juga gender dysporia 
syndrome.
2 
3. Fiqh siyasah 
       Ajaran, fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk 
pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 
khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh 
pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.
3
 
4. Hak asasi Manusia (HAM) 
       Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh  Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4
 
5. Kepemimpinan 
       Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas 
kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain 
untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan 
memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.
5
 
 
                                                         
       
2
 M Dahlan Al-Barry dkk, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2005), h. 757. 
       
3
 Hasby Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) h. 44. 
       
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. ke-2), h. 3. 
       
5
 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) 
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       Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul 
skripsi ini adalah Transgender merupakan suatu orientasi seksual atau 
kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual, romantis, emosional 
(kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama 
yang akan dikaji dalam pandangan  Hukum Islam fiqh siyasah dan Hak Asasi 
Manusia. 
B. Alasan Memilih Judul 
       Alasan memilih judul “Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh siyasah 
Terhadap Kepempimpinan Transgender"adalah: 
1. Alasan Obyektif 
       Mengingat fenomena transgender akhir-akhir ini sedang marak terjadi 
di Indonesia dan merupakan penyimpangan seksual yang bertentangan 
dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat, sehingga menarik untuk 
dikaji dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia 
khususnya mengenai transgender . 
2. Alasan Subyektif 
       Karena pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 
pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah jurusan Hukum fakultas 
Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang 
      Islam memandang bahwa seorang pemimpin merupakan hal yang penting 
dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Rasulullah 
SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kedudukan tersebut 
4 
 
merupakan salah satu dari tiga kedudukan suci yang dimiliki oleh Rasulullah 
SAW. 
       Kedudukan suci Rasulullah SAW yang pertama ialah kenabian atau 
kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum 
Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Dan Rasul berkewajiban menyampaikan 
hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci kedua adalah sebagai 
penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban 
menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara 
manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan Rasul 
sebagai seorang hakim yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci 
ketiga adalah sebagai penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Rasul 
adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan 
masyarakat.
6  
        
Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada 
pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga 
terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, 
membuat kebijakan yang dilandaskan syari’at agama dan menyatukan umat 
dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi 
terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi 
terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan 
sejahtera.
7
 
                                                         
       
6
 Ayatullah Murtadha Muthahhari, Islam dan Tantangan Zaman terjemahan Ahmad Sobandi 
(Jakarta: Sadra International Institute, 2011), h. 137. 
       
7
 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi 
Press, 2014) h. 3. 
5 
 
       Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan siapakah yang dapat 
menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan?. Tentu 
tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas 
seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh 
seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin. 
       Pada dasarnya semua manusia merupakah khalifah Tuhan yang memiliki 
kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang 
didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang 
mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk 
menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya,
 
tidak 
ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status 
sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 
lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya.
8
 
       Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan 
dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak 
mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap 
orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-
citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.
9
 
       Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap 
Muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama 
Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpin 
salah satunya adalah al-Mawardi, yaitu seorang ulama dari Madzhab Syafi’i. 
                                                         
       
8
 Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terjemahan Daliar 
Noer (Bandung: Mizan, 1993), h. 169 
       
9
 Ibid, h. 170. 
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Dalam kitabnya al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah, beliau 
menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah 
sebagai berikut: 
       Pertama, keseimbangan (al-adâlah) yang memenuhi semua kriteria. Kedua, 
mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad 
untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat 
kebijakan hukum. Ketiga, pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, 
penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar 
dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu. Keempat, tidak ada kekurangan 
pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat 
bangun. Kelima, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan 
bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, 
mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya 
mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Ketujuh, mempunyai 
nasab dari keturunan Quraisy.
10
 
       Kemudian hal ini juga dituliskan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin 
dalam kitab Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr, bahwa syarat untuk 
menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, 
baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan 
keturunan bangsa Quraisy.
11
 Tentu saja masih terdapat perbedaan pendapat 
mengenai syarat- syarat kepemimpinan yang disebutkan di atas. 
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 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Ibid.  h. 6. 
       
11
 Muhammad Amin bin Umar Abidin, Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr (Beirut: 
Dâr al-Kutub, 2000), h. 548. 
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       Di Indonesia hak-hak politik meliputi hak untuk ikut serta dalam 
pemerintahan, hak pilih (hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 
umum), dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak dipilih merupakan bagian 
dari HAM yaitu hak politik. Hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk 
menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. 
Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, 
kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Repubik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tetang HAM.
12
 Undang- Undang No 42 Tahun 2008. 
       Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, 
status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk 
menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. 
Ditinjau dari jenis kelamin, Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada 
dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan 
bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut 
sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqh disebut sebagai mukhannats.  
       Jika dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan, apakah diperbolehkan 
bagi seorang transgender untuk menjadi pemimpin? Hal ini berhubungan 
dengan apa yang telah terjadi di India yaitu Madhu Bai Kinnar seorang 
transgender terpilih menjadi Walikota tepatnya di Raigarh Chhattisgarh pada 
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 Muhammad Amin bin Umar Abidin, Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr (Beirut: 
Dâr al-Kutub, 2000), h. 548. 
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tanggal 04 Januari 2015. Ia memenangkan pemilihan umum walikota di daerah 
tersebut dengan perolehan suara mayoritas sekitar lebih dari 4500 suara.
13
 
       Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema 
tersebut kedalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul “Analisis Hak Asasi 
Manusia Dan Fiqh siyasah Terhadap Kepempimpinan Transgender” 
D. Fokus Penelitian 
       Fokus penenlitian yang di angkat dari penulisan ini adalah menganalisa 
dari hukum fiqh siayah dan hukum hak asasi manusia yang berlandaskan 
undang undang dalam hal menentukan pemimpin transgender apakah 
pemimpin tersebut layak menurut fiqh siyasah dan hukum hak asasi manusia 
yang telah di atur oleh undang - undang dasar. 
E. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan skripsi ini adalah perbedaan konsep kepemimpinan 
transender dalam fiqh siyasah dan hukum hak asasi manusia. Pokok 
permasalahan di atas diurai dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana kepemimpinan transgender di Indonesia menurut HAM dan fiqh 
siyasah? 
2. Apa persamaan dan perbedaan antara HAM dan fiqh siyasah mengenai 
kepemimpinan transgender di Indonesia? 
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 Farida Elfia, DKK, “Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Kaum Transgender Studi 
Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Dipilih di Indonesia”. Diponegoro Law Riview, Vol. I, No. 4 
(18 Agustus 2019). h. 3. 
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F. Tujuan Penelitian 
       Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia dan fiqh siyasah mengenai 
kepemimpinan transgender di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan fiqh siyasah dan 
hak asasi manusia mengenai kepemimpinan transgender di Indonesia. 
G. Signifikasi Penelitian 
       Signikasi yang akan di dapat dalam penulisan ini diharapkan akan 
memberikan dampak positif, antara lain: 
1. Dalam bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fiqh siyasah dan hak asasi 
manusia  dalam kepemimpinan transgender yang secara langsung dapat 
merespon kenyataan yang terjadi pada masa kini. 
2. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan meyakinkan tentang 
pandangan fiqh  siyasah dan hak asasi manusia terkait dengan 
kepemimpinan transgender. 
3. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat sebagai acuan untuk melihat kembali 
lebih dalam hubungan antara transgender dengan hak asasi manusia 
terutama dalam hal menentukan calon pemimpin agar sesuai dengan adat 
istiadat dan kebiasan masyarakat indonesia. 
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H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder.
14
 Penelitian ini juga menggunakan metode 
perbandingan hukum, dalam hal inipenulis membandingkan antara fiqh 
siyasah dengan hak asasi manusia mengenai kepemimpinan bagi seorang 
transgender.
15
 
       Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang dimaksud dengan 
metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 
bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta 
hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Sedangkan 
komperatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.
16
 
2. Sumber Data 
       Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
skunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh siyasah 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 27 ayat (1) UUD 
1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3), International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi 
Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
                                                         
       
14
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 
33-35. 
       
15
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), h. 11. 
       
16
 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58 
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Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang 
Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR, Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tetang HAM, Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai 
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang 
didapat dari buku-buku, artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan 
lainnya.
17
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah 
kajian kepustakaan yaitu upaya pengidentifikasi secara sistematis dan 
melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi 
yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan 
dilakukan. 
18
 
4. Teknik Pengolahan Data 
       Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan 
sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelohan data yang 
diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 
permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 
                                                         
       
17
 J.Moelang, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h. 112-
116. 
       
18
 Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga 
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18. 
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b. Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang dinyatakan 
jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur’an dan hadits, atau 
buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian. 
c. Sistematika data yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
19
 
5. Teknik Analisis Data 
       Analisi data dalam Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, dengan 
pendekatan content analisis yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu 
informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan dekskriptif komperatif yaitu 
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi 
(gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada 
atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.
20
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Amiruddin dan Zainal Abidin, Pengatar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Balai Pustaka, 
2006), h. 107 
       
20
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditia Bakti, 
2004), h. 127. 
  BAB II 
KONSEP KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF 
FIQH SIYASAH 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
       Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian 
fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip 
Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berati mengetahui 
batinnya sampai kepada kedalamannya.
1
 Sedangkan, secara terminologis 
(istilah), menurut ulama-ulama syara‟ (hukum Islam), fiqh adalah 
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai 
amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terici, yakni 
dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-
Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai 
hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang 
disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.
2
 
       Menurut Suyuthi Pulungan,
3
 mengemukakan definisi siyasah yaitu 
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 
kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 
menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 
                                                         
       
1
 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 
591. 
       
2
 T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26. 
       
3
 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2002) h. 22-23. 
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mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam 
negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur 
kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah. 
       Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. 
Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada 
kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan. 
       Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 
fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, 
yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat. 
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
       Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima 
bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 
Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh 
siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu 
prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam 
kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh 
siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah 
15 
 
(peraturan perundang-undangan), siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter), 
siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang) dan 
siyasah „idariyyah (administrasi negara).4 
       Sementara menurut Muhammad Iqbal,
5
 dapat disederhanakan menjadi 
tiga bagian pokok yaitu : 
a. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang : 
1) Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif. 
2) Peradilan (qadha‟iyyah) atau yudikatif. 
3) Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif. 
b. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang : 
1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan 
warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasash al-
duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional. 
2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim 
(al-siyasah al-duali al-„amm) atau disebut juga dengan hubungan 
internasional. 
3) Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) 
Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah). 
B. Pengertian Pemimpin 
      Allah menurunkan manusia kebumi, untuk menjalankan tugasnya sebagai 
khalifah fil ard. Karena manusia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. 
Manusia bukan hanya diberikan fisik yang hebat, dan akal yang luar biasa. 
                                                         
       
4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 14. 
       
5
 Ibid. h. 15-16. 
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Tetapi juga struktur kejiwaan yang indah. Sehingga semua potensi tersebut, 
tidak Allah berikan secara percuma. Tapi Allah perintahkan manusia dengan 
segala keberdayannya untuk menciptakan kemakmuran dimuka bumi. (al-
imarah).
6
 
       Menurut Al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan 
kenabian (nubuwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan 
dunia. Pelembagaan pemimin menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan 
ijma‟ ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah al-Khulafa‟ 
al-Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayah 
maupunun Bani Abbas, yang merupakan lambing kesatuan politik umat Islam. 
Pandangannya ini juga sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan ma la 
yatimma al-wajib illa bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna 
kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya 
wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, 
sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka 
hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah). Hal ini juga sesuai 
dengan kaidah amr syay amr bi wasa‟ilih (perintah untuk mengajarkan sesuatu 
berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-hubungnya). Negara 
adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemashlahan bagi manusia.
7
 
       Pandangan Muhammad Iqbal tentang kehidupan yang seimbang antara 
moral dan agama, etika dan politik, ritual dan duniawi, sebenarnya bukanlah 
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak 
Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 23 
       
7
 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi 
Press, 2014). h. 269. 
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hal yang baru dalam pemikiran Islam. Namun, dalam perjalanan sejarah, 
pemikiran demikian terkubur bersama arus kehidupan politik umat Islam yang 
semakin memburuk, terutama sejak keruntuhan dan kehancuran Baghdad. 
Sehingga umat Islam tidak lagi mampu menangkap visi dinamis dalam doktrin 
Islam (al-Qura‟an). Akhirnya walaupun tidak ditegaskan kedalam konsep oleh 
para mullah lahirlah pandangan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama 
yang menyeret umat untuk meninggalkan kehidupan duniawi, akibatnya, 
hokum pun menjadi statis dal al-Qur‟an tidak mampu dijadikan sebagai 
refrensi utama dalam hal menjawab setiap problematika.
8
 
       Inilah yang terjadi dalam lingkungan sosial poltik umat Islam. Oleh sebab 
itu, Muhammad Iqbal ingin menggerakan umat Islam untuk kreatif dan dinamis 
dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah 
tuntunan ajaran al-Qur‟an. Nilai-nilai dasar ajaran al-Qur‟an harus dapat 
dikembangkan dan digali secara serius untuk dijadikan pedoman dalam 
menciptakan perubahan itu. Kuncinya adalah dengan mengadakan pendekatan 
rasional al-Qur‟an dan mendalami semangat yang terkandung di dalamnya, 
bukan menjadikannya sebagai buku undang-undang yang berisi kumpulan 
peraturan-peraturan yang mati dan kaku.
9
 
       Kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah syar‟iyah (Fiqh perpolitikan) 
adalah suatu hal yang harus selalu dbangun, dan dijaga dengan baik; bukan 
untuk dikejar. Karena dengan motif membangun dan menjaga inilah, kita akan 
bisa melahirkan pemimpin yang autentik. Autentik dalam berintegritas, 
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 Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam, Terjemahan Hawasi dan 
Musa Kazhim (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), h. 208. 
       
9
 Ibid, h. 209. 
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autentik dalam berkapasitas, autentik dalam pengalaman, dan autentik dalam 
ketaatan menjalankan perintah agama. Akan berbeda jadinya, jika persepsi kita 
dalam kepemimpinan, adalah sesuatu yang harus dikejar. Segala cara bisa 
dihalalkan. Bahkan dalam psikologi politik dikatakan, bahwa orang yang 
berambisi terhadap kepemimpinan, cenderung sulit untuk melepaskan jabatan 
kepemimpinannya. Dari sinilah lahir motif pemimpin yang otoriter itu biasanya 
lahir. Dan itulah pentingnya peran agama dalam berpolitik. Bahwa landasan 
seorang muslim dalam kepemimpinan ialah na‟buda ilallah (beribadah kepada 
Allah), wa la nusyrika bihi syaian (tidak menyekutukan sesuatu yang lain 
selain Allah).
10
 
       Dan jawaban mengapa kepemimpinan/jabatan, bukanlah sesuatu yang 
harus dikejar; sesuai dengan hadits rasul : 
 َػَ  هب قَُهْْ  ػَُ َّاللََّ  ٍ ِض  س  َة  ش َُ  سَ ِِ ْبَ ِِ  َ ْح َّشىاَِذْب  ػَ َِْ:ٌيسوَهُيػَاللًََّيصَِاللََُّهىُس  سَ ٍْ ِىَ  هب ق:ََب َ
َِإ  وَب هُْ  ِىإَ  جْيِمُوٍَت ى أْس  ٍ َ ِْ  ػَب ه خُِحُوأَ ُْ ِإَ  لَِّّئ فَ ة  سب  ٍ ِْلْاَْه أْس حَ  لََ ة  ش َُ  سَ  ِ ْبَ ِِ  َ ْح َّشىاَ  ذْب  ػَب ه خُِحُوأَ ُْ
َ فَ ب هْْ ٍِ َ اًشُْ  خَ ب ه  شُْ  غَ  جَْ  أ  ش فَ ٍِ ُ َِ  ََ  ًي  ػَ  جْف ي  حَ ا رِإ  وَ ب هُْ  ي  ػَ  جْْ ُِػأَ ٍت ى أْس  ٍ َ ِشُْ  غَ ِْ ٍَِ ِْ  ػَ ْشِّف  ن
 َْشُ  خَ  ُىهٌَِزَّىاَِثْأ  وَ  ِلُْ َِ  ََ
 
Artinya: Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 
„alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman 
bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena 
sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab 
permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan 
kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu 
diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan 
ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. 
Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu 
melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan 
sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu 
dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”.(H.R. Muslim).11 
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       Kemudian telah di sampaikan dalam firman al quran sebagai berikut: 
َِبَْاى َُ ُنۡح حَ  ُأَِسبَّْىٱَ  ِ ُۡ  بٌَُخ َۡ  ن  حَا رِإ  وَب هِيۡه أَ ٰٓ ًَٰ  ِىإَِج
َٰ ْ َٰ ٍ  ۡلۡٱَْاو ُّد  ُؤحَ  ُأَ ٌۡ ُمُش ٍُ ۡأ ََ َّللَّٱَ َُّ ِإ َ َّللَّٱَ َُّ ِإَ  ِهۡذ  ؼۡىٱل
ََِّاٗشُِص بَب َۢ ؼُ َِ  سَ  ُ ب  م  َ َّللَّٱَ َُّ ِإَ ٰٓۗۦِِٓهبٌَُُنظِؼ ََب ََّ ِؼ٨٥ََ
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa‟: 58).12 
       Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya high-risk, tetapi juga high-
value. Karena Allah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para 
pemimpin yang adil, tetapi juga mengancam para pemimpin yang dzalim. 
Bahkan Imam Ghazali mengatakan,”pemimpin yang adil dalam satu hari, lebih 
baik daripada beribadah kepada Allah selama 70 tahun”. Itulah cara Allah 
menghargai pemimpin. Tapi rasul juga bersabda,”kullu kum roin wa kullukum 
mas‟ulun anraiyathi”. Tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan 
dimintai pertanggung jawabannya.
13
 
       Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu 
Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari 
kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum
14
, dan berarti 
setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar 
ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, 
seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga   digunakan untuk orang 
                                                                                                                                                          
1379 H), h. 341. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989). h. 
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 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus (Jakarta: Mahmud Yunus Wa 
Dzurriyyah, 1999), h. 428. 
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yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk 
orang dengan fungsi lainnya.
15
 
       Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih 
banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, 
kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam 
kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai 
kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang 
mengimami shalat. 
16
 
       Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al- Udhma atau 
al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al- Imamah 
al-Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut 
seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.
17
 
       Kata khalifah berasal dari kata al-khalaf yang berarti al-badal yang 
artinya menggantikan, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 
َ  ُ ُىي  َ ۡؼ حَ  ف ُۡ  مَ  ُشظ  ِْْىَ ٌۡ ِهِذۡؼ بَ َِۢ ٍِ َِضۡس ۡلۡٱٍَِفَ  ِفئ
ٰٓ َٰ ي  خَ ٌۡ ُن َٰ ْۡي  ؼ  جَ ٌَّ ُثٔ١َ 
Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka 
bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu 
berbuat”.  (QS. Yunus :14)18 
       Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang 
yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan 
ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti 
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17
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seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.
19
 
       Secara bahasa amir berasal dari kata (Amara-ya‟muru-amran) yang artinya 
menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti 
bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak 
bermusyawarah. Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di 
dalam al-Qur‟an, walaupun kata-kata “amara” banyak ditemukan di dalam al-
Qur‟an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya popular di kalangan sahabat.
 Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani 
Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para 
sahabat Anshar berkata “dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada 
Amir”. Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab 
ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan abu bakar.
20
 
       Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah Malik. 
Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti 
memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah 
dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.
21 
Sulthan secara bahasa 
berarti Malik (Raja) atau wali. Kata-kata Sulthan yang menunjukkan kepada 
kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur‟an maupun al-Hadits.22   
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       Perhatikan Rasulullah menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah 
menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di 
seluruh dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim 
dengan sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan lebih 
banyak dikenal daripada Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan 
diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / 
Kepala Pemerintahan Muslim.
23
 
C. Hukum Mengangkat Pemimpin 
       Dalam hal ini di kalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua 
ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu‟tazilah dan 
Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib 
hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya
24
 
       Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya 
Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. 
Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau 
tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula 
mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi 
naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.
25
 
       Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut 
Mu‟tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan 
Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan 
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lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, 
berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila 
umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. 
Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis 
kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh 
diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.
26
 
       Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al- 
Asham  dan  mengatakan  bahwa  al-Asham  adalah  orang  yang  tidak  
mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya 
dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi   mengangkat 
pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar 
persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.
27 
Dalil bantahan atas pernyataan al-Asham di atas adalah firman Allah SWT 
dalam surat al-Baqarah: 
َُو  ؼۡج ح أَ ْا ُٰٓىىب قَ
ٗۖ
ٗت فُِي  خَِضۡس ۡلۡٱٍَِفَٞوِػب  جٍَِّّ ِإَِت  نِئ
ٰٓ َٰ ي  َ ِۡيىَ  لُّب  سَ  هب قَۡرِإ  وَُِلفۡس َ  وَب هُِفَُذِسُۡفََِ  ٍ َب هُِف
َ  ُ ى َُ  يۡؼ حَ  لََب  ٍ َ ٌُ  يۡػ أَ ٍٰٓ ِِّّإَ  هب قَ ٗۖ ل ىَُس ِّذ ُقّ  وَ  كِذ َۡ  ِحبَُحِّب  ُسَّ ُِ ۡح ّ  وَ  ءٰٓب  ٍ ِّذىٱ٣ََٓ
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. 
al- Baqarah: 30).
28
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       Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para 
sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq 
setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah 
Bani Sa‟idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti 
Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari 
kalian amir.” Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar 
dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya bangsa 
Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum 
Quraisy ini”. 29 
       Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari 
kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak 
wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu 
tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di 
antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak 
pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini 
tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak 
wajib.”30  
      Selain dalil ini yang menjadi dalil al-Qurthubi adalah perbuatan para 
sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq 
setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah 
Bani Sa‟idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti 
Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, “dari kami amir dan dari 
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kalian amir.”Keinginan  kalangan  Anshar  ini  ditolak  oleh  Abu  Bakar,  
Umar  dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, “Sesungguhnya 
bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum 
Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang 
keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin.
31
 
       Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari 
kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak 
wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu 
tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di 
antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak 
pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini 
tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak 
wajib.” 
       Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib 
hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual 
(Wajib aini), tetapi kewajiban kolektif (wajib kifa‟i/fardu kifayah). Karena itu, 
seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang 
mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. 
Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.
32
 
       Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari 
agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub kepada-Nya 
dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, 
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termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat 
tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil 
akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat 
sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti 
membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.
33
 
       Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan 
bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan 
perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. 
Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau 
paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib 
dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: 
1. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri) 
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj) 
3. Menutup akibat negatif (sad al-dzari‟ah) 
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah) 
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath‟i.).34 
       Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, 
yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. 
Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat 
berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan 
umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah 
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masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. 
Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-
Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil 
Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh yang ada menunjuknya kecuali Allah dan 
RasulNya.
35
 
       Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa 
pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung 
hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup 
tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat 
dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, 
pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan,  dapat  pula menyulut  dan  
mengobarkan  api  peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi 
ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan. Pada saat 
seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu 
yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli dapat dipastikan 
kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak 
turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio 
manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan 
eksistensi seorang pemimpin itu.
36 
D. Syarat-Syarat Pemimpin 
       Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat untuk menjadi 
seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, 
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 mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan 
bangsa Quraisy.
37
 Syarat pemimpin menurut al-Mawardi terbagi menjadi 
tujuh yaitu: 
1. Al-adâlah. 
2. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid. 
3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan 
sebagainya.  
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk 
bergerak dan  cepat bangun. 
5. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi 
kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. 
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya   
mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. 
7. Nasab dari keturunan quraisy.38  
       Abdul Qadir Audah menetapkan syarat khalifah delapan syarat, Pertama: 
Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir berdasarkan QS. Ali 
Imran ayat 28 karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau 
dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi   tugas   khalifah.   Begitu   
juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena di tangan 
hakim kekuasaan hukum ditegakkan QS. al-Nisa‟: 141). Kedua: Laki-laki. 
Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena 
pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan 
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menyelesaikan berbagai persoalan. Ketiga: Taklif. Yaitu sudah dewasa, di 
mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain. Keempat: Ilmu 
Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai 
taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan 
perdagangan internasional, dan lain-lain. Kelima: Adil. Yaitu menghiasi diri 
dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah,   terhindar   dari   sifat   
fasik,   maksiat,   keji   dan   munkar. Keenam: Kemampuan dan Kecakapan. 
Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing 
umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. Ketujuh: Sehat Jasmani 
dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat. 
Kedelapan: Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat 
tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama 
mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu 
waktu dan tempat terbatas dengan secara umum.
39
 
E. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 
1. Dipilih oleh ahlul halli wal aqdi  
       Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan ahlul halli wal aqdi, 
telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa 
jumlah dewan pemilihan   yang   dapat   mengesahkan   pengangkatan   
kepala   negara.   Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu 
hanya sah dengan keikutsertaan seluruh ahlul halli wal aqdi dari seluruh 
negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu. 
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       Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir 
untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh ahlul halli wal 
aqdi. Hal  ini  agar  selurusnya  ridho  atas  pengangkatan  tersebut  dan  
seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.
40 
Ulama Syafiiyah 
berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan 
harus dihadiri oleh seluruh anggota Ahlul halli wal aqdi dari seluruh negara, 
akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.
41
 
       Sebagian   ulama   berpendapat   bahwa   jumlah   minimal   yang   
dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat 
untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang 
mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. 
Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal. 
       Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat 
untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. 
Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin 
Hudhrair, Basyar bin Sa‟ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua: 
Umar r.a menjadikan syura,  yang  terdiri  atas  enam  orang sahabat  agar 
satu  orang dari mereka  diangkat  sebagai  pemimpin  negara  dengan  
persetujuan  lima  orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha 
dan mutakallimîn dari penduduk bashrah.
42
 
       Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa 
pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang 
                                                         
       
40
 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam…., h .6 
       
41
 Ibid. h. 7. 
       
42
 Ibid.  h. 7. 
31 
 
memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang 
menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad 
perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang 
lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata 
kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka 
orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak 
pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah 
hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”43 
2. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya 
       Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan 
penyerahan mandat  dari  kepala  negara  sebelumnya  boleh  dilakukan  
dan  telah  disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang 
pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya.
44
 
       Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah 
penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar 
bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar 
bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada 
lembaga asyura. Anggota lembaga syura yang notabene adalah tokoh-
tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena 
meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin 
Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya 
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atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari 
sekian banyak persoalan Islam yang agung.”45 
3. Persetujuan Umat 
       Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “Barangsiapa mati dalam 
keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian 
jahiliyah” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang 
kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, „ini adalah 
pemimpin‟ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”46 
       Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan  bahwa 
seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat 
Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat 
Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu 
itu Abu Bakar bias menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumhur sahabat 
yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, 
kekuasaan dan pengaruh.
47
  
F. Transgender Dalam Islam 
       Muhammad bin Ali bin Muhammad al -Syaukani dalam kitabnya Nailual-
Authâr menjelaskan bahwa pada zaman nabi sudah ada transgender dan yang 
dikenal namanya antara lain Hita, Matik dan Hinaba. Transgender di zaman 
nabi ada yang memang asli transgender dan ada yang buatan. Transgender 
asli pada umumnya tingkah lakunya tidak kelihatan membahayakan kepada 
kaum wanita. Dan oleh sebab itu istri-istri nabi menganggap mereka 
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(transgender asli) sebagai ghoiru ulil irbah (tidak punya butuh dan tidak punya 
syahwat). Meskipun begitu nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) 
dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka  
yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali 
kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap  hari  Jumat  untuk  menerima  
jatah  makan,  selebihnya  mereka  hidup  di Baida‟ (tanah lapang) atau di 
Badiyah (perkampungan terpencil).
48 
Sebagaimana
 
hadits berikut: 
َِللََّ  ُذبْؼ ىَ  هب ق فَ  ث ْ  خ ٍُ َجُْ  بىاَ ٍْ ِف  وَُبه  ذِْْػَ  ُ ب  مَ  ٌ
ًّي  س  وَِهُْ  ي  ػَُللََّ  ًي  صَ ٍُّ ِبَّْىاَ  ُ  أَ"َُت  َ  ي  سَ ًُ ُأَ ِْ  ػََِِ ْبَ
 َغَ ُت ْْب اَ  ًي  ػَلىدأَ ٍْ ِِّّئ فَُِفئَب طىاَ  ٌ ُنُْ  ي  ػَ للََّ  ح خ فَ َُّ ِإَ  للََُّذْب  ػَب ََ ُت  َ  ىَ  سَ  ً ُأَ ٍْ ِخ أَ ُت ُ  ٍ  أَ ٍْ ِب أَ ُِ  َ ُْ
ب هَِّّئ فََْذ ََ  لََ  ٌ َّي  س  وَِهِى ا  وَِهُْ  ي  ػَُللََّ  ًي  صَ ٍُ ِبَّْىاَ  هب ق  وَ ُِ ب  َ  ِثبَُش بْذ ح  وَِغ بْس
 ِأبَ  و ب ق حَ ٌ ُنُْ  ىَ  عَِء  لَُؤ هَ ِِ ُي  خ
اوسس(َ"َ)ٌسبخبىا  
 
Artinya: Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi saw sedang 
berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang 
waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, 
Abdullah bin Abi Umayah, ‟Jika Allah membukakan buat kalian Thaif 
besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, 
ia seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi saw pun 
bersabda,”Janganlah orang ini memasuki (tempat- tempat) 
kalian.”(HR Bukhari).49 
       Dalam hadits lain, Rosulullah SAW melaknat laki-laki-laki yang menyerupai 
perempuan dan sebaliknya, yaitu sebagai berikut: 
ُِْ ِثَّْ  خ َُ ْىاَ  ٌ َّي  س  وَ ِهُْ  ي  ػَ ُاللََّ ًَّي  صَ ٍُّ ِبَّْىاَ  ِ  ؼ ىَ :َ  هب قَ ضسَ ٍسبَّب  ػَ ِِ ْباَ ِِ  ػَِ ٍََِ،ِهَ بج ِّشىا
)يسبخبىا(َ.َ ٌْ ُنِحْو ُ ٍُ بَ ِْ ٍِ َ ٌْ ُهْىُجِشْخ أَ:َ  ه بق  وَ،ِء بسِّْىاَ  ِ ٍِ َِث َ ِّج  ش خ َُ ْىا  وَََََََََََ  
 
Artinya:“Dari ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam 
melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita 
yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah). Dan beliau Shallallahu 
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„alaihi wa sallam bersabda: “Keluarkan mereka (usir) dari rumah-
rumahkalian”.(HR. Bukhari).50 
        Menurut Imam al-Nawawi, transgender ada dua macam, pertama: orang 
yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau 
berlagak dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara 
bicaranya, atau gerak-geriknya. Semuanya alami. Allah memang 
menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela, 
tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender jenis ini 
dimaafkan, karena dia tidak membuat-buat menjadi seperti itu. Transgender 
jenis ini disebut sebagai transgender asli. Kedua: transgender yang pada 
dasarnya tidak tercipta sebagai seorang transgender. Tetapi, dia membuat-buat 
dan bertingkah laku layaknya perempuan dalam gerakannya, dandanannya, 
cara bicara, dan gaya berpakaian. Inilah transgender yang tercela. 
Transgender jenis inilah yang   disebut sebagai transgender buatan.
51
  
       Ibn Hajar berkata dalam Fath al-Bari: “Hal ini (laknat) khusus bagi orang- 
orang yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang memang 
diciptakan dalam kondisi tersebut, maka mereka diperintahkan untuk berusaha 
keras untuk meninggalkannya (menyerupai wanita atau sebaliknya) dan 
membiasakan diri (untuk meninggalkan penyerupaan terhadap wanita atau 
sebaliknya) secara bertahap. Jika dia tidak mau berusaha untuk 
meninggalkannya dan malah terus menerus dalam kondisinya tersebut, maka 
celaan hadits ini juga berlaku baginya. Karena terus menerus dalam 
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kondisinya (menyerupai wanita atau sebaliknya) merupakan tanda bahwa dia 
ridha terhadap hal tersebut.
52
 Karena di dalam alquran tidak mengenal kelamin 
transgender, hal ini tertulis dalam ayat berikut:  
َ ًَٰ  ثُّۡلۡٱ  وَ  ش م َّزىٱَ ِِ ُۡ  جۡو َّزىٱَ  ق ي  خَۥُهَّ  ّأ  و١٨ََ
Artinya, “Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki 
dan perempuan.“ (Qs An Najm : 45).53 
       Adapun pendapat yang memutlakkan bahwa orang-orang yang memang 
diciptakan menyerupai wanita (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, seperti 
pendapat al-Nawawi, maka hal ini dibawa kepada makna jika orang tersebut 
tidak sanggup untuk menghilangkan sifat-sifat kewanitaannya dan cara jalan 
dan berbicara yang seperti wanita setelah dia mengusahakan pengobatan untuk 
menghilangkannya. Maka kapan saja memungkinkan baginya untuk 
menghilangkannya namun dia tidak berusaha melakukannya, maka dia 
berhak atas laknat sebagaimana dimaksud dalam hadits.” 54 
       Padahal di dalam alquran kita sesama manusia harus berlaku adil kepada 
manusia lainnya. Hal ini tercantum pada surat Asy-Syuura Ayat 15 sebagai 
berikut: 
َِ ٍِ َُ َّللَّٱَ  ه  ز  ّأَٰٓب  َ ِبَُجْ  ٍ ا  ءَُۡوق  وَ ٗۖ ٌۡ ُه  ءٰٓا  ىۡه أَۡغِبَّخ حَ  لَ  وَ
ٗۖ ثۡش ٍِ ُأَٰٓب  َ  مَ ٌۡ ِق خۡسٱ  وَ
ُٗۖعۡدٱل فَ  ِلى َٰ زِي فٍَِ ُأ  وَ ٗۖ ب َٰ خِمَُثۡش
َُۡ ب  وَ ب  ْْ ُۡ  بَ  ت َّجُحَ  لََ ٗۖ ٌۡ ُُني َٰ َ ۡػ أَ ٌۡ ُن ى  وَ ب ُْي َٰ َ ۡػ أَ ٰٓب  ْىَ ٗۖ ٌۡ ُنُّب  س  وَ ب ُّْب  سَ ُ َّللَّٱَ ٌُٗۖ ُن ْ ُۡ  بَ  هِذۡػ ِلَۡ ٗۖب  ْْ ُۡ  بَ ُغ  َ ۡج ََ ُ َّللَّٱَ ٌُٗۖ ُن ْ
َُشُِص  َ ۡىٱَِه ُۡ  ِىإ  ؤ٨ََ
Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah 
sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti 
hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua 
Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku 
adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi 
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kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada 
pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara 
kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".. (Q.S Asy-Syuura: 15)
55
 
G. Tinjauan Pustaka 
       Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis 
tentang hasil penulisan terdahulu (preliminary reasearch) tentang persoalan 
yang akan dikaji dalam skripsi. 
       Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui 
penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, 
penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara 
lain: 
1. Choirul Nur Akrom dengan judul skripsi “Transgender dalam Presektif 
Hukum Positif dan Hukum Islam” di dalam skripsi tersebut menjelaskan 
bahwa Transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki 
dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan 
kodrat atau bukann ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik 
laki-laki maupu perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang 
panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih 
lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku 
transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis 
kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya. Faktor-faktor 
yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia ada dua 
macam yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam persfektif hukum positif 
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keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan 
sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang 
pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh 
berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra 
mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang 
kondrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia.
56
 
       Dalam persfektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan 
maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi 
memiliki batas-batas tertentu. Setelah dianalisis secara mendalam maka 
transgender dalam persfektif hukum positif dan hukum Islam jika 
menyangkut konsep dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. Namun 
dalam realitas di antara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dalam 
kenyataannya.
57
 
2. Nur Delia “Transgender dalam Persepsi Masyarakat”. Di dalam penelitian 
tersebut penulis menyatakan bahwa dalam kacamata normatifitas agama dan 
etika masyarakat konvensional, keberadaan kaum transgender menjadi sesuatu hal 
yang tertolak dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan aturan umum yang berlaku 
senantiasa tidak menyediakan tempat bagi hidupnya aktifitas-aktifitas yang 
dianggap negatif dan tidak sesuai dengan koridor kesusilaan, apalagi bagi 
kelompok sosial yang telah menerima citra dan stigma (label) yang dekat dengan 
nuansa seperti pelacuran dan perbuatan maksiat lainnya.Oleh karena itu, Jika hal 
tersebut diposisikan berhadap-hadapan dengan keberadaan kaum waria di Kota 
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Makassar maka akan terjadi sebuah perbenturan kebudayaan. Akan tetapi, hal ini 
tidak kemudian lantas menutup peluang untuk melakukan negosiasi sosial diantara 
keduanya, sebab pada beberapa sisi tertentu, dua kebudayaan yang saling berbeda 
dapat dipertemukan dan menjalin harmonisasi kebudayaan. Asumsi dasarnya lahir 
karena padatiap kebudayaan tertentu memiliki unsur yang niscaya saling terkait 
satu sama lain, sehingga peluang untuk diterimanya (kompromi) kebudayaan yang 
tadinya saling bertolak menjadi dimungkinkan dan menciptakan harmonisasi 
budaya dalam sebuah masyarakat.
58 
3. Anita Florencya “Agama, Praktek-praktek Keagamaan, dan Sikap terhadap 
Isu LGBT (Lesbian, Gay, Bioseksual, dan Transgender)”. Di dalam 
penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa sikap responden difokuskan 
dalam 2 indikator yaitu yang pertama merupakan indikator pendapat 
mengenai peran gender tradisional di mana mayoritas 48 responden yang 
setuju bahwa pria dan wanita memiliki peran gender yang terpisah dan 
saling melengkapi untuk berperan di masyarakat dan yang kedua merupakan 
indikator pendapat mengenai tingkat kenyamanan responden ketika 
berinteraksi dengan LGBT reponden cenderung memilih bersikap netral 
pada LGBT karena mereka beranggapan bahwa keberadaan LGBT tidak 
begitu membahayakan dan tidak begitu menganggu kenyamanan selagi 
kaum LGBT tersebut tidak bersikap buruk di depan umum.
59
 
4. Yeni Sri Lestari “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender”. Di dalam 
penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa keberadaan kaum LGBT di 
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 Nurdelia, Transgender dalam Persepsi Masyarakat) (Skripsi IAIN Surakarta: 2017), h. 78 
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 Anita Florencya, Agama, Praktek-praktek Keagamaan, dan Sikap terhadap Isu LGBT 
(Lesbian, Gay, Bioseksual, dan Transgender) (Skripsi IAIN Surakarta: 2017), h. 
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dunia pada saat ini terus berupaya untuk menyamakan hak-hak mereka 
dengan gender lainnya. Hal ini muncul bukan tanpa sebab, keinginan yang 
kuat untuk dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap 
aspek kehidupan bernegara menjadikan kaum LGBT gencar menunjukkan 
eksistensinya serta berupaya untuk melegalkan eksistensi mereka tersebut. 
Persoalan muncul dikarenakan tidak semua negara menganut konsep HAM 
yang universal, yaitu menyamaratakan setiap hak individu di mata negara, 
seperti yang terjadi di Amerika. Sejarah panjang perjuangan LGBT di 
Amerika menunjukkan dari ketidaksetujuan masyarakat Amerika terhadap 
LGBT menjadi tolak ukur negara lain untuk tetap berjuang dalam menuntut 
hak mereka, terlebih lagi setelah dilegalkannya pernikahan sesama jenis di 
Amerika pada tahun 2015 menjadi momentum besar kebangkitan LGBT di 
negara lain seperti Indonesia.
60
 
5. Resti Hedi Juwanti “Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqh 
Siyasah dan Hukum Islam”. Di dalam penelitian tersebut penulis 
menyatakan bahwa dalam fiqih siyasah seorang transgender tidak dapat 
menjadi pemimpin. Karena Islam tidak mengakui transgender sebagai satu 
jenis kelamin, melainkan hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. 
Allah dan Rasul juga melaknat orang yang bertingkah laku tidak sesuai 
dengan jenis kelaminnya, bagaimana mungkin seseorang yang telah 
melanggar aturan agama dengan menjadi transgender diperbolehkan 
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Umar, 2018), h. 85. 
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menjadi pemimpin, sedangkan seorang pemimpin haruslah orang yang 
dapat menjadi panutan bagi rakyatnya. 
61
 
       Selain itu transgender juga tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
agama Islam, yaitu keharusan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Meskipun 
sesungguhnya seorang transgender mempunyai alat kelamin laki-laki, akan 
tetapi ia bukan merupakan seorang laki-laki yang mempunyai sifat kelaki- 
lakian, melainkan seorang laki-laki yang bersifat dan bertingkah laku seperti 
perempuan. Dari sisi sejarah kekhalifahan Islam tidak ada satu pun khalifah 
yang merupakan seorang transgender. Itu karena Islam tidak membolehkan 
seorang transgender menjadi pemimpin, dan haram hukumnya 
menyerahkan kepemimpinan kepada seorang transender.
62
 
       Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan 
dengan skipsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti menganalisis 
tentang kepemimpinan transgender menurut hak asasi manusia dan fiqh 
siyasah serta menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan tentang 
kepemimpinan transgender menurut hak asasi manusia dan fiqh siyasah. 
Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut HAM seorang transgender 
dapat menjadi pemimpin sedangkan dalam fiqh siyasah seorang transgender 
tidak dapat menjadi pemimpin. Mengenai persamaannya yaitu HAM dan 
fiqh siyasah sama-sama mengakui bahwa jenis kelamin itu hanya laki-laki 
dan perempuan, serta perbedaannya menurut HAM seorang transgender 
dapat menjadi pemimpin sedangkan dalam fiqh siyasah tidak boleh. 
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